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ABSTRAK

Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar.
Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis,
seperti yang térlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan
publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat
diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.

Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil
sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar
(BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tariff angkutan. Mulai 1 Maret 2005,
pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai
akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tariff angkutan. Ini
merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tariff sebesar 8-19%,
yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan
publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga
miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta
untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan
rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model ‘regional computable general
equilibrium’ (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah
dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated.

Kata Kunci : CGE model, pendapatan rumah tangga miskin, DKI Jakarta, harga
BBM, tariff angkutan.
Klasifikasi JEL : C68, D58, H24, H31

1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai kota besar, DKI Jakarta sangat mementingkan sektor transportasi dalam
mengembangkan perekonomiannya. Banyak cara dilakukan untuk dapat melengkapi
sarana dan prasarana transportasi tersebut, misalnya dengan membangun jalan baru,
memperlebar ruas jalan, membatasi jumlah mobil pribadi untuk mengurangi kemacetan,
ataupun dengan menyediakan transportasi umum massal yang murah dan lancar. Sarana
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Transportasi umum massal yang memadai sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi
kota seperti Jakarta, dimana jumlah kendaraan pribadi semakin hari semakin meningkat,
dan jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah .dengan cepat, disisi lain jumlah
kendaraan angkutan umum sangat terbatas dan sangat memprihatinkan kondisinya..

Peningkatan jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun roda dua, tidak
diikuti oleh peningkatan panjang jalan. Sehingga kapasitas jalan tidak dapat menampung
kendaraan yang ada, maka kemacetan terjadi dimana-mana. Adanya kemacetan akan
memberikan dampak negatif bagi perkembangan kota terutama pertumbuhan ekonomi
kota, berkurangnya aktifitas masyarakat akan mengakibatkan produktifitas menurun
* karena pergerakan perjalanan yang terhambat. Untuk itu pemerintah Propinsi DKI Jakarta
harus segera menemukan solusi dalam mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Salah
satunya adalah dengan merubah sistem transportasi Jakarta yang terpadu, tertib, lancar,
aman, nyaman, dan efisisen seperti yang telah ditetapkan dalam Pola Transportasi Makro'.

Untuk itu Pemda DKI Jakarta melalui APBD DKI Jakarta tahun 2000 sampai dengan
2002, menjadikan sektor transportasi salah satu sektor prioritas selain sektor pembangunan
daerah dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan aparatur pemerintah dan pengawasan.
Transportasi menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas utama karena sektor ini
merupakan sektor yang menunjang pertumbuhan sektor lainnya, terbukti dengan
pengeluaran pemerintah DKI Jakarta yang digunakan untuk sektor transportasi selalu lebih
besar dari 10% (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah DKI Jakarta untuk Sektor Transportasi

(Juta Rupiah)
Tahun Anggaran Sektor Transportasi TOTAL Persentase
2000 106.968 932.810 11.47%
2001 225.635 © o 2.194.883 10.28%
2002 339.741 3.152.892 10.78%

Sumber: BPS DKI Jakarta (2003)

Dalam ilmu ekonomi perkotaan, transportasi merupakan sektor yang sangat penting karena
pendapatan bersih bagi masyarakat perkotaan (net income) merupakan pendapatan setelah
dikurangi biaya transportasi. Dengan demikian sebelum melakukan pengeluaran untuk
kebutuhan lainnya maka pertama kali harus memperhitungkan pengeluaran untuk
transportasi, sehingga jika terjadi sedikit saja perubahan di sektor transportasi, misalnya
kenaikan tarif angkutan umum, akibatnya akan sangat terasa bagi pendapatan bersih
masyarakat. Dari hasil survei biaya hidup di Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah
provinsi DKI Jakarta tahun 2002 diketahui bahwa rata-rata nilai konsumsi rumah tangga
per bulan sebesar Rp2.765.601,47 dan yang digunakan untuk pengeluaran di bidang
transportasi sebesar 9,49%. Dari nilai ini sebesar 50,13% digunakan untuk angkutan
dalam kota? (Pemprov DKI, 2004). '

Tabel 2 menunjukkan kebutuhan berbagai golongan rumah tangga terhadap angkutan jalan
raya yang diolah berdasarkan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta tahun

' Surat Keputusan Gubemnur DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004

? pengeluaran untuk transport sebesar Rp262.681,21 dan untuk angkutan dalam kota sebesar
Rp130.985,85

AT

TR RO T T

SENERL T



Analisis Dampak Kebijakan Tarif Angkutan Jalan Raya Terhadap Perekonomian

dan Distribusi Pendapatan DKI1 Jakarta

2000. Sektor Angkutan Jalan Raya terdiri dari semua jenis angkutan bermotor dan tidak
bermotor yang digunakan untuk usaha pengangkutan barang dan penumpang. Rata-rata
pengeluaran untuk angkutan jalan raya menghabiskan 4,62% terhadap pendapatan
disposabel tiap golongan rumah tangga. Untuk golongan rumah tangga X persentase
pengeluaran untuk angkutan jalan raya merupakan yang terkecil dibandingkan golongan
rumah tangga lainnya walaupun secara absolut nilainya adalah yang terbesar. Secara rata-
rata kebutuhan tiap rumah tangga untuk angkutan jalan raya adalah sebesar Rp151.119,-

per bulan.

95

Tabel 2. Kebutuhan Rumah Tangga Terhadap Angkutan Jalan Raya Per Tahun

(Juta Rupiah)
] Total
Golongan Jumlah Jumizh Pengeluaran untuk Angkutan Pendapatan
3 Penduduk Rumahtangga p
Rumah Tangga (Uiwa) (RT) Jalan Raya (Rp Juta) Disposabel
: (Rp Juta)
83.697,09
1 1.055.905 199.270 469 1.784.939,11
120.508,55
I 1.020.618 199.270 P 2.470.107,24
m 985.015 199.269 ‘57(';‘3;'74 3.128.005,84
v 946.080 199.270 '8?54111')'35 3.705.094,12
241.887,03
v 849.298 199.270 e 4512.573,23
350.279,69
Vi 192.495 199269 s 6.351.390,41
vil 735.012 199.270 411816390 8.081.927,47
(5,10)
452.964.29
Vil 696.575 199.270 e 9.935.280,03
X 675.782 199.269 574411,38 14.326.473,39
(4,01)
X 628.073 199.269 1.031.177,94 5246424622
(.97
TOTAL 8.384.853 1.992.696 3.613.605,96 106.760.037,06
Sumber: diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000

Angka dalam kurung () menunjukkan persentase terhadap total pendapatan disposabel

Sektor transportasi umum merupakan scktor yang sangat terkait dengan penggunaan
energi yaitu BBM (bahan bakar minyak), schingga jika ada kenaikan harga pada BBM
maka transportasi umum pun akan segera mengalami kenaikan tarif. Menurut Menteri

3 Kiasifikasi golongan rumah tangga berdasarkan pengeluaran konsumsi. Golongan RT 1artinya 10 persen
rumahtangga dengan pengeluaran konsumsi terbawah, Golongan RT If adalah 10 persen rumahtangga
dengan pengeluaran di atas golongan RT I, dan seterusnya.

R T
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Perhubungan, kontribusi BBM terhadap tarif angkutan darat adalah sebesar 21-27 persen,
namun mengingat penentuan tarif juga tergantung komponen lain seperti suku cadang
mobil, yang juga akan naik maka kenaikan tarif angkutan umum pun akan terasa
signifikan (Tempointeraktif, 2005).  Terkait dengan persoalan defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah pada periode
Tahun Anggaran 1999/2000 hingga akhir 2001, disamping harus mengeluarkan subsidi
BBM yang terus meningkat, maka keputusan untuk menaikkan harga BBM harus
dilakukan (Hartono, 2002). Kebijakan ini diambil dengan sangat hati-hati dan
memerlukan kajian yang sangat serius sehingga kenaikan ini disesuaikan dalam tiga
periode dalam waktu yang kurang dari setahun yaitu pada tanggal 1 Oktober 2000, 1 April
2001 dan 16 Juni 2001°, Tentu saja kenaikan BBM ini dirasakan sangat memberatkan
bagi sektor transportasi sehingga pada bulan Juli 2001 pemerintah DKI Jakarta harus
menaikkan tarif angkutan umum sebesar 40 — 45 persen’,

Tahun Anggaran 2002 pemerintah masih tetap dihadapkan pada persoalan defisit APBN
sehingga subsidi BBM mengalami pengurangan yang cukup besar schingga pada bulan
Januari 2002 harga BBM kembali mengalami kenaikan dan ditetapkan untuk premium
100% mengikuti harga pasar sedangkan untuk minyak solar 75% dari harga pasar®
(Hartono, 2002). Akibatnya bisa dipastikan sektor transportasi kembali mengalami
tekanan sehingga pada bulan April 2003 pemerintah DKI kembali menaikkan tarif
angkutan umum sebesar 25 — 30 persen’. Kenaikan tarif ini akan sangat dirasakan oleh
penduduk DKI Jakarta terutama golongan masyarakat yang menggunakan angkutan umum
sebagai moda transportasi yang paling terjangkau. Selain itu kenaikan tarif angkutan

umum ini juga akan sangat berpengaruh pada sektor-sektor produksi dalam perekonomian
DKI Jakarta.

Tabel 3. menunjukkan kebutuhan sektor-sektor lainnya terhadap sektor Angkutan Jalan
Raya sebagai input produksinya berdasarkan Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta
tahun 2000. Sektor Bangunan, Perdagangan Dan Perumahan merupakan sektor dengan
kebutuhan Angkutan Jalan Raya terbesar diikuti dengan sektor Industri Alat Angkutan
Dan Bahan Bakar. Subsektor Perdagangan Besar Dan Eceran merupakan pengguna
terbesar dari angkutan jalan raya karena untuk pengangkutan komoditi input dan
pendistribusian output, subsektor perdagangan sangat memerlukan angkutan jalan raya.
Kebutuhan Angkutan Jalan Raya sebagai input antara mencakup 8,28% dari total
kebutuhan input antara subsektor Perdagangan Besar dan Eceran. Walaupun industri alat
angkutan dan bahan bakar menduduki posisi kedua dalam persentase penggunaan
angkutan jalan raya terhadap total kebutuhannya, namun dalam proporsi input angkutan

jalan raya terhadap total input antara lainnya tidak cukup signifikan yaitu sebesar 1,9
persen.

Dengan hal-hal tersebut di atas, meningkatnya harga angkutan umum tersebut akan
mempengaruhi kinerja perekonomian DKI Jakarta dan secara khusus juga mempengaruhi
distribusi pendapatan penduduknya. Saat ini harga minyak mentah di pasaran dunia terus

untuk premium total kenaikannya dari harga terakhir tahun 1999 sebesar 45% sedangkan untuk minyak
solar total kenaikannya sebesar 64%

diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 1923/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang penetapan tarif
angkutan penumpang dengan mobil bus umum di provinsi DKI Jakarta

dari harga terakhir 16 Juni 2001 sampai mengikuti harga pasar pada tahun 2002 premium mengalami
kanaikan sebesar 21% dan minyak solar sebesar 56%

diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 954/2003 tanggal 1 April 2003 tentang penetapan tarif
angkutan penumpang dengan mobil bus umum di provinsi DK1 Jakarta
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mengalami kenaikan yang mengakibatkan pemerintah Indonesia kembali harus menaikkan
harga BBM. Mulai 1 Maret 2005 pemerintah kembali menaikkan harga BBM antara 30%
- 40% dan akibatnya bisa ditebak, sektor angkutan umum langsung bereaksi meminta
pemerintah juga menaikkan tarif angkutan umum. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2005
pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 412
Tahun 2005 menaikkan tarif angkutan umum dalam kota sebesar 9 — 18 persen.

Tabel 3. Kebutuhan Sektor-Sektor Lain Terhadap Angkutan Jalan Raya

(Juta Rupiah)
SEKTOR Angku“;‘ﬂ';:‘:;:;{: Sebagal Persentase
Pertanian Dan Pertambangan 92.851,56 3,53%
Industri Makanan, Minuman Dan Tembakau 99.725,83 3,80%
Industri Tekstil, Kulit Dan Alas Kaki 227.436,73 8,66%
Industri Kimia Dan Karet 150.206,79 5,72%
Industri Alat Angkutan Dan Bahan Bakar 543.355,65 20,68%
h;dustn' Kertas Dan Logam 342.145,25 13,02%
Listrik, Gas Dan Air Minum 39.526,58 1,50%
Bangunan, Perdagangan Dan Perumahan 766.400,93 29,18%
Jasa Transportasi . 73.282,67 2,79%
Jasa Perbankan Dan Lainnya 200.360,20 1,63%
Jasa Pemerintahan Dan Sosial 91.561,28 3,49%
TOTAL 2.626.853,48 100,00%

Sumber: Diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000

Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia berencara menghilangkan subsidi BBM
secara total, sehingga kenaikan harga BBM mengikuti harga pasar dunia tidak dapat
dielakkan lagi. BBM merupakan komponen utama dari biaya angkutan umum, sehingga
kenaikan harga BBM akan segera mempengaruhi sektor transportasi untuk menaikkan
tarif angkutan umum. Selanjutnya bagaimana dampak kenaikan tarif tersebut akan
mempengaruhi perekonomian Jakarta, terutama dampaknya terhadap pendapatan
masyarakat? Berapa persen kenaikan tarif yang bisa diterima untuk meminimumkan
dampak negatif yang terjadi?

Dengan membangun suatu model CGE (computable general equilibirium) yang tepat
berdasarkan pada social accounting matrices (SAM) DKI Jakarta tahun 2000, yang dapat
menjelaskan dampak kebijakan tarif angkutan jalan raya terhadap perekonomian DKI
Jakarta, tulisan ini bertujuan untuk menentukan bagaimana pengaruh kenaikan tarif
angkutan jalan raya ini terhadap perekonomian dan pendapatan masyarakat dan
menentukan besaran kenaikan tarif angkutan jalan raya yang dapat diterima dan
meminimalkan dampak negatif yang muncul akibat peningkatan tarif angkutan jalan raya.

A s o
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1.2. Penentuan Tarif Angkutan Jalan Raya

Tarif angkutan jalan raya DKI Jakarta ditentukan berdasarkan peraturan daerah propinsi
DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api,
Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi DKI Jakarta. Dalam pasal 76 — 79
disebutkan bahwa tarif angkutan terdiri dari tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan
barang, Tarif angkutan penumpang non trayek berupa taksi dan tarif angkutan trayek non
ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapatkan persetujuan dari
Gubernur, sedangkan tarif angkutan kota non ekonomi ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan usul Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan DPRD. Untuk tarif
angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Untuk tarif angkutan yang ditentukan oleh pemerintah, penghitungannya harus
mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh operator jasa angkutan
ditambah persentase untuk jasa keuntungan perusahaan. Sesuai petunjuk teknis
penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan, maka tarif angkutan
ditentukan dengan perumusan sebagai berikut:

Tarif = ( total _biaya _ pokok

jarak _rata_rata |+10% (1)
Jfaktor _ pengisian x kapasitas _kendaraan X Jarak _rata_ra a) °

Faktor pengisian (load faktor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan
kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Umumnya faktor
pengisian adalah 70%. Total biaya pokok dikelompokkan menurut hubungannya dengan
produksi jasa yang dihasilkan sehingga terdapat dua komponen yaitu biaya langsung dan
biaya tidak langsung. Biaya langsung berkaitan dengan produk jasa yang dihasilkan
misalnya biaya penyusutan dan bunga modal kendaraan, upah dan tunjangan untuk awak
bus, BBM, biaya servis, biasa suku cadang, retribusi, pengurusan STNK, Kir dan asuransi
kendaraan. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan tidak langsung
berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, misalnya: biaya pegawai selain awak
bus dan biaya pengelolaan yang meliputi penyusutan bangunan kantor, pool, inventaris
dan sarana bengkel, biaya administrasi kantor, pemeliharaan kantor, pool dan bengkel,

biaya listrik , air dan telepon, pajak perusahaan, izin trayek dan usaha, biaya pemasaran
dan biaya lain-lain.

Pada kelompok biaya langsung penghitungannya dilakukan per km-kendaraan sedangkan
biaya tidak langsung dihitung berdasarkan biaya total per tahun berdasarkan segmen
usaha. Setelah itu baru dilakukan perhitungan menurut jenis kendaraan. Biaya pokok
merupakan penjumlahan biaya langsung dan tidak langsung yang selanjutnya dibagi
dengan penumpang-km terjual untuk memperoleh biaya pokok per penumpang-km.

Penghitungan di atas merupakan pedoman penghitungan yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan DKI untuk menentukan tarif angkutan penumpang ekonomi. Pada tahun
2000 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 815/2000

ditetapkan tarif untuk berbagi jenis bus. Selanjutnya hingga tahun 2005 terjadi empat
kali kenaikan tarif yang terangkum dalam tabel 4.

T s T T
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Tabel 4. Perkembangan Kenaikan Tarif Angkutan Umum Penumpang
Jenis Bus 2000 2001 20027 2003% 2005"
Bus reguler
] Rp700,- Rp900,- Rp1.100,- Rp1.200,-
a. Penumpang Umum Rp500, ‘{ 4200/:)) (28,6%) (22.2%) 0,1 g;)
. i p300,- Rp500,- Rp500,- Rp500,-
b.  Penumpang Pelajar Rp200, (50%) (66.7%) 0%) ©%)
Bus Sedang i
a.  Penumpang Umum Rp700,- :{2%92&) R(ﬂ?%'- Rp1.200,- Rpl.400,-
Rp300.- Rps00.. (20%) (16,7%)
. . ) 'y . - (0%
b.  Penumpang Pelajar Rp200, (50%) (66,7%) Rp500,- (0%)  RpS00,- (0%)
) Rp900,- Rp1.200,- Rp1.400,- Rp1.600,-
Bus Patas Rp700, (28.6%) (333%) (16,7%) (14,3%)
Bus Patas AC Rp2.500,~ - - - .
Bus Kecil (Mikrolet) Rop1.200.- Rp1.400,- Rp1.600,- Rp1.600,- Rpl1.900,-
/14km PLE%, (16,7%) (14,3%) (0%) (18,8%)
R"a":‘;;?fk;"“‘m 32.78% 308% 14.73% 14.73%Y
Keterangan:

1) SK Gubernur Nomor 1923/2001

2) SK Gubernur Nomor 846/2002

3) SK Gubernur Nomor 954/2003

4) SK Gubernur Nomor 412/2005

5) Rata-rata tanpa tarif untuk pelajar

Angka dalam kurung merupakan persentase kenaikan terhadap tarif sebelumnya

Kenaikan terakhir tanggal 8 Maret 2005 dilakukan berdasarkan tarif usulan dari Dewan
Transportasi Kota (DTK), lembaga yang merupakan amanat Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2003 yang dibentuk pada tanggal 3 Desember 2004 melalui Surat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2004. DTK merupakan wadah untuk
menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap
penyusunan kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam bidang transportasi. Unsur
anggotanya terdiri atas kalangan perguruan tinggi, pakar transportasi, dinas perhubungan,
kepolisian, pengusaha angkutan, LSM bidang transportasi, awak angkutan, dan
masyarakat pengguna jasa transportasi.

“Usulan tarif dari DTK yang diajukan kepada DPRD DKI Jakarta tercantum pada tabel 3.7.
Selanjutnya dari usulan ini oleh DPRD DKI Jakarta dibulatkan ke rupiah atas dan
ditetapkan oleh Gubernur menjadi tarif berlaku sesuai SK Gubemnur Nomor 412/2005.
Dapat dilihat dari tabel 5. di atas bahwa persentase komponen biaya BBM terhadap total
biaya operasi kendaraan bervariasi antara 24,56% - 31,28% tergantung jenis kendaraan
dengan rata-rata sebesar 28,45%. Jika kenaikan harga BBM hanya mempengaruhi
komponen biaya BBM saja maka seharusnya kenaikan harga BBM sebesar 30% hanya
mempengaruhi kenaikan tarif tidak lebih dari 8,54%. Namun karena kenaikan harga BBM
juga mempengaruhi harga ban, suku cadang dan lainnya maka perhitungan kenaikan tanf
menjadi tidak sesederhana itu. Semua biaya langsung dan tidak langsung harus
diperhitungkan sehingga di dapat kenaikan tarif yang masih memberikan margin
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keuntungan terhadap penyedia jasa. Usulan tarif DTK di atas juga mempertimbangkan
keuntungan yang seharusnya di dapat jika tarif pelajar dinaikkan 10%, sehingga walaupun
tarif pelajar dalam kenyataannya tidak dinaikkan namun tarif yang berlaku untuk
penumpang umum sudah mencakup kenaikan tarif untuk pelajar.

Tabel 5. Rincian Usulan Tarif oleh DTK Kepada DPRD DKI Jakarta

Jenis Pelayanan

Uraian
Bus Kecil Sedang Reguler Patas
1. Biaya Langsung
a. Penyusutan 1247% - - 20.53%
b. Bunga Modal 327% - - 6.47%
¢. Awak Kendaraan 32.55% 36.15% 25.69% 17.98%
d. BBM 24.56% 30.04% 31.83% 2738%
e. Ban 2.38% 6.94% 13.01% 11.20%
f. Service 291% 2.15% 3.15% 2.17%
g. Overhoul 233% 3.01% 4.76% 2.02%
hj. Penambahan Olie Mesin 0.51% 1.47% 1.17% 0.80%
i. Cuci Bus 2.00% 1.16% 0.92% 0.63%
j- Penggantian Suku Cadang 1.33% 2.11% 4.45% 1.12%
k.Pemeliharaan Body 0.18% 0.28% 0.60% 0.15%
L Retribusi 0.26% 0.15% 0.13% 0.09%
m. Biaya Keur & STNK 121% 0.61% 1.02% 0.75%
n. Asuransi - - - -
2. Biaya Tidak Langsung
a. Biaya Pegawai 10.77% 13.45% 11.30% 7.36%
b. Pengelolaan 4.27% _ 2.47% 1.97% 1.35%
. . 1,565.51 1,124.97 1,006.69 1,393.12
Total Biaya Operasi Kendaraan (100%) (100%) (100 %) (100 %)
Tarif (pelajar 10% @ Rp.500,-) 1,683.90 1,194.41 1,062.99 -
Tarif (pelajar :g://“‘,)" Keuntungan 1,852.29 1,313.85 1,169.29 1,532.44
Usulan 1,852.29 1,313.85 1,169.29 1,532.44
Tarif berdasar SK Gub 954/2003 1,600 1,200.00 1,100.00 1,400.00
. L. 252.29 113.85 69.29 132.44
Kenaikan dari tarif berlaku (15:77%) (9.49%) (630%)  (9.46%)

Sumber: Dinas Perhubungan, 2005

II. METODOLOGI

Manfaluthi (2004) melakukan studi mengenai bagaimana $ektor transportasi diharapkan
mampu mengatasi problem kemacetan di DKI Jakarta dengan pembangunan monorail.
Studi ini hanya melihat bagaimana pengaruh keberadaan monorail terhadap perekonomian
DKI Jakarta dengan menggunakan efek multipler dari social accounting matrice (SAM).

Jadi yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana pengaruh pengganda monorail

sebagai sektor produksi tersendiri terhadap sektor-sektor produksi lainnya dan terhadap
pendapatan masyarakat DKI Jakarta.

Studi lain dilakukan oleh Handayani (2004) yang meneliti bagaimana dampak
pembangunan fisik sistem busway terhadap distribusi pendapatan rumah tangga propinsi
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DKI Jakarta. Seperti halnya studi Manfaluthi (2004), studi ini menggunakan Sistem
Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2000 dengan melihat efek pengganda dari
investasi fisik pembangunan busway dan bagaimana pengaruh jika nilai investasi fisik
tersebut digunakan untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi tidak ada

penjelasan mengenai bagaimana pengoperasian busway itu sendiri akan mempengaruhi
pendapatan masyarakat DKI Jakarta.

Studi yang dilakukan oleh Nefiadi (2004) membahas bagaimana seharusnya tarif untuk
transportasi ditentukan dengan mepertimbangkan bahwa: penentuan tarif harus menutup
seluruh biaya yang ditanggung penyedia jasa transportasi (full cost recovery). Dengan
berbagai metode penghitungan tarif maka full cost recovery dapat dicapai. Permasalahan
terletak pada penentuan harga transportasi di Indonesia masih banyak diwarnai oleh
keputusan politis yaitu berhubungan dengan lemahnya daya beli masyarakat secara
agregat. Pembahasan dalam studi ini hanya mempertimbangkan bagaimana menentukan
harga yang dapat menguntungkan bagi sektor yang bergerak di bidang transportasi dan
para konsumen, tetapi studi ini tidak memberi penjelasan bagaimana pengaruh penetapan
harga tersebut terhadap perekonomian secara menyeluruh.

Sehubungah dengan biaya transportasi bagi penduduk urban dilakukan oleh Horridge
(1994) yang menggunakan model CGE untuk melihat bagaimana permintaan masyarakat
urban terhadap transportasi. Dengan menggunakan fungsi permintaan transportasi sebagai
persamaan tersendiri, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana dampak pertumbuhan
populasi dan pekerjaan, kenaikan pajak transportasi, dan konsolidasi urban dalam bentuk
perencanaan konstruksi perumahan terhadap pembangunan masa depan kota Melbourne
20 tahun ke depan. Dalam studi ini wilayah urban dibagi menjadi Z zona dengan
penggunaan lahan untuk setiap zona dibedakan menjadi 3 yaitu: untuk tempat tinggal,
bisnis atau industri dan tujuan lain misalnya taman, pemakaman, fasilitas militer, lahan
pertanian dan lainnya. Lahan tempat tinggal dibedakan menjadi R tipe. Populasi rumah
tangga dibagi menjadi S grup pendapatan dengan asumsi tiap rumahtangga berisi satu
pekerja.  Perbedaan strata rumahtangga muncul karena adanya perbedaan dalam
pendapatan non-kerja, yaitu pendapatan dari sewa tanah. Barang yang diproduksi terdiri
dari dua jenis yaitu jasa transportasi dan barang ‘lainnya’. Faktor produksi ada dua jenis
yaitu tanah dan tenagakerja. Tanah juga merupakan barang konsumsi dari rumahtangga.
Model CGE dalam penelitian ini sangat mendekati spesifikasi ideal dari model
keseimbangan umum neoklasik yang menggambarkan secara lengkap pertumbuhan urban
dan pembangunannya yang mencakup perbedaan wilayah dalam suatu kota, pembagian
kategori rumahtangga, biaya transportasi untuk komuter dan pemilihan lokasi tempat
tinggal dan industri yang berhubungan dengan biaya transportasi. Model yang digunakan
dalam penelitian ini sangat berguna untuk menunjukkan bagaimana pengaruh suatu
kebijakan pemerintah ataupun pengaruh eksogenus lainnya terhadap masyarakat urban
Melboumne karena simulasi yang dilakukan dapat menunjukkan dampaknya secara luas,
walaupun simulasinya tidak berhubungan secara langsung dengan transportasi. Dampak
yang dapat ditangkap pun tidak hanya dampak langsung tetapi juga dampak tidak
langsung dalam bentuk sebenamya.

Jika studi di atas khusus mengenai biaya transportasi pada daerah urban maka studi
mengenai biaya transportasi yang membedakan daerah urban dan rural dilakukan oleh
Lofgren dan Robinson (1999) yaitu dengan melakukan suatu simulasi dengan
menggunakan model CGE berdasarkan jaringan spasial dan menggunakan data buatan
yang dikembangkan dari wilayah negara berkembang. Dalam simulasi daerah turat terdiri
dari dua region yang jika ingin berinteraksi dengan pasar internasional harus melalui
daerah urban terfebih dahulu. Suatu komoditi pada daerah rural yang akan dijual pada
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pasar internasional akan dikenai biaya transportasi dari daeral rural ke daerah urban dan
dari daerah urban menuju pasar internasional.

Model ini memperlihatkan bahwa jika terjadi peningkatan harga dunia, pengurangan biaya
transportasi domestik dan pemakaian ruang berpengaruh terhadap hasil simulasi dalam
model. Biaya transportasi dimodelkan dalam suatu fungsi permintaan transportasi, dengan
pengurangan biaya transportasi berarti penurunan koefisien permintaan jasa transportasi.
Model yang dibangun Lofgren dan Robinson ini sangat bermanfaat untuk melakukan
analisa terhadap kebijakan lainnya yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi
dalam lebih dari satu wilayah (multiple region), yaitu dalam kebijakan multiple region ini
memungkinkan transportasi menjadi hambatan sehingga dampak regionalnya dapat
berbeda-beda.

Gambar 1. Struktur Model CGE Dasar

Produk Akhir :
Penawaran

Permintaan

~
Produk AKhir

Penerimaan

/ Pengeluaran \

I \ Produk Antara : *
Penawaran
Rumahtangga Produk Antara : \_, Perusahaan
Penerimaan

A

\ Pendapatan

Penawaran

Sumber:Hanson et a/

Struktur model CGE lengkap telah menggambarkan keterkaitan dalam perekonomian
sebuah wilayah dengan agen ekonomi yang terdiri dari sektor produksi, institusi, dan
faktor produksi (Gambar 1. dan 2.). Sektor produksi berbentuk perusahaan-perusahaan
yang bergerak diberbagai bidang, institusi adalah rumah tangga, pemerintah dan
perusahaan serta faktor produksi dapat berupa tenaga kerja, tanah dan kapital. Salah satu
sektor produksi adalah transportasi sehingga persamaan fungsi produksi tiap perusahaan
dan fungsi utilitas tiap institusi telah memasukkan sektor transportasi sebagai salah satu
komoditas yang dipakai sebagai input produksi ataupun barang konsumsi. Jadi berbeda
dengan model CGE Lofgren dan Robinson (1999) serta Hotridge (1994) yang
menggunakan persamaan biaya transportasi secara tersendiri, model CGE dalam penelitian
ini memasukkan komoditi transportasi dalam bentuk angkutan jalan raya sebagai salah
satu input produksi dan barang konsumsi. Dengan demikian diharapkan model CGE yang
dibangun dapat menangkap perubahan harga pada sektor transportasi dan bagaimana
akibatnya terhadap perekonomian. Studi yang akan dilakukan pada penelitian ini
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ditujukan untuk dapat menangkap perubahan harga transportasi sehingga efek lanjutan
dari perubahan harga ini dapat diketahui. Sebagai database bagi model CGE dalam
penelitian ini adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2000.

Gambar 2. Model CGE penuh: institusi tambahan
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Sumber: Hanson et al

Penelitian ini memodifikasi neraca faktor produksi dalam SNSE DKI Jakarta dengan
empat cara. Pertama yaitu mengagregasi faktor produksi tenaga kerja menjadi dua
kelompok yaitu: (1) tenaga kerja formal dan (2) tenaga kerja informal. Kedua yaitu
mengagregasi kelompok rumahtangga menjadi lima kelompok, yaitu: (1) kelompok sangat
miskin, (2) kelompok miskin, (3) kelompok menengah, (4) kelompok kaya dan (5)
kelompok sangat kaya. Ketiga yaitu memisahkan sektor angkutan jalan raya menjadi dua
sektor yaitu angkutan jalan raya untuk penumpang dan angkutan jalan raya untuk barang.
Langkah terakhir yaitu memisahkan neraca luar wilayah pada neraca eksogen menjadi
neraca luar DK Jakarta (ROI- Rest of Indonesia) dan neraca luar Indonesia (ROW — Rest
of World).

Tabel 6. menunjukkan agregasi sembilan faktor produksi dalam SNSE DKI Jakarta
menjadi tiga faktor produksi. '

Tabel 6. Klasifikasi Faktor Produksi

No. Kelompok Faktor Jenis
! T eri Formal
2 enagaxena informal
3 Bukan Tenaga Kerja Kapital

Sumber:BPS DKI Jakarta, 2002
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Institusi terdiri dari tujuh jenis yaitu lima kelompok rumahtangga, pemerintah, dan
petusahaan. Penjelasan mengenai klasifikasi rumah tangga adalah sebagai berikut:

- Kelompok sangat miskin, merupakan agregasi dari kelompok rumah tangga I, II, III
dan IV;

- Kelompok miskin, merupakan agregasi dari kelompok rumahtangga V, VI, dan VII;
- Kelompok menengah, yaitu kelompok rumahtangga VIII;

- Kelompok kaya, yaitu kelompok rumahtangga IX;

- Kelompok sangat kaya, yaitu kelompok rumahtangga X.

Tabel 7. Klasifikasi Institusi

No. Kelompok Institusi Jenis
1 Kelompok Sangat Miskin
2 Kelompok Miskin
3 Rumah Tangga Kelompok Menengah
4 Kelompok Kaya
S Kelompok Sangat Kaya
6 Perusahaan

7 Pemerintah

Sumber:BPS DKI Jakarta, 2002

Sektor produksi dalam SNSE DKI Jakarta terdiri dari 26 sektor dan untuk keperluan
analisis mengenai bagaimana sektor angkutan jalan raya mempengaruhi perekonomian
DKI Jakarta dan distribusi pendapatan penduduknya maka sektor Angkutan Jalan Raya
dipisahkan menjadi dua sektor sesuai klasifikasi sektor dalam tabel Input-Output yaity
sektor Angkutan Jalan Raya Untuk Penumpang dan Angkutan Jalan Raya Untuk Barang.
Selanjutnya untuk memudahkan analisis maka pada beberapa sektor yang mempunyai
output hampir mirip dijadikan satu sektor sehingga terdapat total 20 sektor seperti tersebut
dalam tabel 8. Sektor-sektor yang digabung tersebut menjadi sektor:

e  Pertanian dan Tanaman Hias, merupakan gabungan dari sektor pertanian dan
sektor tanaman hias;

*  Peternakan dan Perikanan, gabungan sektor peternakan dan sektor perikanan;

o Listrik, Gas dan Air Minum, gabungan dari sektor listrik dan gas dan sektor air
minum. ;

o  Jasa Penunjang Angkutan dan Komunikasi, merupakan gabungan dari sektor jasa
penunjang angkutan dan sektor jasa komunikasi dan penunjang komunikasi;

e  Bank dan Jasa Perusahaan, merupakan gabungan dari sektor bank dan lembaga
keuangan non bank dan sektor sewa bangunan dan jasa perusahaan;
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¢  Pemerintahan, Jasa Sosial dan Rumah Tangga, adalah gabungan dari sektor

pemerintahan umum, sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan serta sektor
jasa perseorangan dan rumah tangga.

Tabel 8. Klasifikasi Sektor Produksi

No. Sektor Produksi
1 Pertanian dan Tanaman Hias
2 Peternakan dan Perikanan
3 Barang Tambang dan Galian
4 Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
5 Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
6 Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet
7 Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya
3 Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas
9 Industri Kayu, Kertas, Semen, Logam dan Lainnya

10 Listrik, Gas dan Air Minum

11 Bangunan

12 Perdagangan Besar dan Eceran
13 Hotel

14 Restoran

Tabel 8. Klasifikasi Sektor Produksi (lanjutan)

No. Sektor Produksi

15 Angkutan Jalan Raya Untuk Penumpang
16 Angkutan Jalan Raya Untuk Barang

17 Angkutan Rel, Laut, Udara dan ASDP

18 Jasa Penunjang Angkutan dan Komunikasi
19 Bank, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan

20 Pemerintahan, Jasa Sosial dan Rumah Tangga
Sumber:BPS DKI Jakarta, 2002

Untuk neraca eksogen terdiri dari Neraca Kapital, Pajak Tidak Langsung Minus Subsidi,
dan Luar Wilayah yang mencakup seluruh luar DKI Jakarta baik Indonesia maupun Luar
Negeri. Pada neraca eksogen ini Luar Wilayah dipisahkan menjadi ROI (Rest of
Indonesia) yang meliputi luar DKI Jakarta namun dalam lingkup Indonesia dan ROW
(Rest of the World) yang mencakup luar Indonesia.

e e
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Tabel 9. Klasifikasi Neraca Eksogen

No. Neraca Eksogen
1 Neraca Kapital
2 Pajak Tidak Langsung Minus Subsidi
3 . ROI
4 ROW

Sumber:BPS DKI Jakarta, 2002

Dalam tulisan ini sistem persamaan dalam model CGE dibagi menjadi enam blok
persamaan, yaitu:

- Blok Produksi yang memuat persamaan-persamaan yang mencerminkan struktur
kegiatan produksi dan perilaku produsen. Output didefinisikan sebagai fungsi
CES (Constan Elasticity of Substitution) dari input antara (/N) dan input primer
(VA). Input antara adalah fungsi dari barang dan jasa dalam perekonomian yang
digunakan secara proporsi tetap sedangkan input primer merupakan fungsi dari
faktor produksi yang diekspresikan sebagai fungsi CES.

- Blok Faktor yang berisi persamaan-persamaan yang mencerminkan perilaku
faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja dan kapital.

- Blok Ekspor-Impor yaitu blok yang menggambarkan keputusan negara/wilayah
untuk mengekspor atau mengimpor barang dan jasa.

- Blok Pendapatan yaitu blok yang mensimulasikan pendapatan faktor, institusi
dan sektor produksi, termasuk keputusan untuk menabung.

- Blok Pengeluaran yaitu blok yang mensimulasikan keputusan untuk melakukan
investasi dalam perekonomian dan permintaan akan barang dan jasa yang
digunakan dalam pembentukan modal baru.

-  Blok market clearing yang menentukan kondisi kliring pasar untuk tanaga kerja,
barang dan jasa dalam perekonomian.

I11. HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN

Simulasi model difokuskan pada dampak kebijakan kenaikan tarif angkutan jalan raya
untuk penumpang dan barang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
pendapatan rumah tangga, pendapatan faktor produksi, output dan nilai tambah sektoral,
harga dan jumlah komoditi, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta perilaku
tabungan dari rumah tangga dan pemerintah. ‘

Skenario simulasi kebijakan tarif angkutan jalan raya ini terdiri dari lima macam skenario
dan masing-masing dibandingkan dengan kondisi awal tanpa adanya kebijakan tarif
angkutan jalan raya. Asumsi utama dari lima macam skenario ini adalah bahwa tidak ada
pengaruh daerah lain terhadap perekonomian DKI Jakarta dan kondisi perekonomian DKI
Jakarta saat ini sama dengan kondisi pada tahun 2000, yaitu sesuai data-data SAM DKI
Jakarta tahun 2000. Hal ini dimungkinkan karena data tahun 2000 merupakan data terbaru
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dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perbedaan yang berarti antara kondisi
perekonomian DKI Jakarta tahun 2000 dengan saat ini.

Skenario yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

» Skenario I: kenaikan tarif angkutan jalan raya sebesar 10%.
Skenario II: kenaikan tarif angkutan jalan raya sebesar 15%.
Skenario III: kenaikan tarif angkutan jalan raya sebesar 20%.

Skenario IV: kenaikan tarif angkutan jalan raya sebesar 25%.

vV V VvV VY

Skenario V: kenaikan tarif angkutan jalan raya sebesar 30%.

Hasil dari simulasi ini akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan yaitu: (1) analisis
kebijakan tarif terhadap output dan nilai tambah sektoral; (2) analisis kebijakan tarif
terhadap PDRB DKI Jakarta, pendapatan rumah tangga dan pendapatan faktor produksi;
(3) analisis kebijakan tarif terhadap perilaku konsumsi dan tabungan dari berbagai
kelompok rumah tangga dan pemerintah.

IIL.1. Analisis Output Dan Nilai Tambah Sektoral

Dalam hipotesa penelitian ini diduga bahwa kenaikan harga suatu komoditi akan
menurunkan permintaan terhadap komoditi tersebut. Dengan demikian jika tarif angkutan
jalan raya mengalami kenaikan dan faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan (cateris
paribus) maka konsumen (rumahtangga) akan mengurangi konsumsi terhadap angkutan
jalan raya, sedangkan sektor produksi yang menggunakan input angkutan jalan raya akan
mengurangi penggunaan input angkutan jalan raya. Dengan asumsi constant return to
scale maka pengurangan input produksi akan mengurangi output pada skala yang sama
maka sektor produksi akan mengurangi output produksi mereka.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa hampir semua output sektoral mengalami penurunan
yang semakin besar dengan bertambahnya persentase kenaikan tarif angkutan jalan raya
untuk penumpang dan barang (Tabel 10 dan Tabel 11). Perkecualian terjadi pada sektor
Bangunan dan sektor Angkutan Jalan Raya Untuk Barang yang justru mengalami kenaikan
output dan nilai tambah. Hal ini dimungkinkan karena sektor Bangunan merupakan sektor
yang cukup diperlukan di Jakarta selain itu sektor ini merupakan sektor yang eksogen
artinya pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan sebagai kebijakan pemerintah
untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum sehingga kenaikan tarif angkutan jalan
raya tidak mengurangi output sektor Bangunan. Namun jika kenaikan tarif semakin besar
maka persentase kenaikan output sektor Bangunan menjadi semakin kecil, bahkan jika
tarif mengalami kenaikan sebesar 30% maka output sektor Bangunan menjadi tidak
berubah dibanding kondisi awal. .

Untuk sektor Angkutan Jalan Raya untuk Barang juga mengalami kenaikan karena
kebutuhan tiap sektor produksi terhadap angkutan barang adalah inelastis terhadap
perubahan harga. Dengan demikian jika ada kenaikan tarif angkutan jalan raya untuk
barang maka secara nominal nilai output akan bertambah, walaupun secara kuantitas
berkurang, Sebaliknya pada sektor Angkutan Jalan Raya Untuk Penumpang persentase
penurunan output produksinya merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor lainnya.
Hal ini sesuai dengan hipotesa penelitian ini bahwa peningkatan tarif angkutan jalan raya

=
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akan menurunkan permintaan terhadap angkutan jalan raya untuk penumpang sehingga
output sektor ini akan menurun.

Tabel. 10. Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Output Sektoral

Kondisi Skenario
Sektor Produksi &‘l‘;;:r
Rupiah) I n m v \Y

AGPLANT 1545,81 0,46 0,77 20,95 -1,20 -1,45
LIVFISH 839,52 0,45 0,69 0,93 1,17 -1,43
MINE 2396,70 0,30 0,47 20,65 0,85 -1,06
FOODTOB 19539,74 0,49 0,75 -1,01 -1,27 -1,54
TEXLEATH 33887,75 20,24 20,38 20,53 070 20,88
CHEBSRUB 19193,53 033 051 070 091 L1
MACHINEQ T 5188963 20,15 20,25 0,36 0,48 20,62
BBMBBG 2083,22 0,75 -1,10 -1,44 1,77 2,10
PAPWOMET 26649,76 0,19 0,31 0,45 0,59 0,76
LIGASWAT 828882 0,47 0,71 0,95 -1,21 -1,46
COSTRUCT 39135,86 0,10 ol 009 005 0,00
TRADE ' 44398,89 0,33 0,52 0,71 0,92 -1,13
HOTEL 4015,72 0,42 0,64 0,87 -1,09 1,32
REST 2012695 0,53 0,79 -1,06 -1,34 -1,61
PASTRAN 5267,36 21 © 3,76 4,61 532 5,90
GOODTRAN 3195,30 3,60 544 731 9,19 11,08
AIRSEA 499391 0,17 0. 0,96 41,21 1,47
TRCOMSEV 11821,01 058 087 116 145 174
BKRNTSEV 73050,29 0,42 0,63 0,86 -1,09 -1,32
GOVSHSEV 33274,51 035 052 069 086 1,04

Sumber: Diolah dari hasil perhitungan model.
Angka pada kolom skenario merupakan persentase perubahan

Untuk nilai tambah sektoral, kondisi persentase penurunan yang terbesar dialami oleh
sektor industri BBM dan BBG. Kebutuhan sektor produksi terhadap BBM dan BBG
merupakan kebutuhan energi sehingga jika output mengalami penurunan maka kebutuhan
akan energi juga menurun sehingga penurunan produksi pada semua sektor tentu akan
menurunkan permintaan terhadap sektor industri BBM dan BBG.

Seperti halnya pada output sektoral, sektor Bangunan dan Angkutan Jalan Raya untuk
Barang juga mengalami kenaikan nilai tambah sektoral. Namun pada skenario IV sektor
Bangunan tidak mengalami perubahan bahkan pada kenaikan tarif sebesar 30% nilai
tambahnya menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima
oleh sektor Bangunan menjadi semakin berkurang sehingga nilai tambah menjadi semakin
kecil. Selain itu, pada skenario Il sampai dengan V nilai tambah sektor angkutan jalan
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raya untuk penumpang juga mengalami kenaikan. Dengan nilai output angkutan jalan
raya untuk barang yang semakin turun dengan meningkatnya tarif berarti biaya produksi
menjadi berkurang, sedangkan pendapatan menjadi meningkat karena ada kenaikan tarif.
Nilai tambah yang merupakan pendapatan dikurangi biaya produksi maka akan meningkat
jika selisihnya bemilai positif. Pada skenario I kenaikan tarif sebesar 10% masih belum
dapat menutupi biaya produksi sehingga nilai tambah masih negatif, sedangkan pada
skenario lainnya kenaikan tarif menjadikan pendapatan lebih besar daripada biaya
produksi sehingga nilai tambah menjadi meningkat. Dengan demikian semakin tinggi
kenaikan tarif maka nilai tambah sektor angkutan jalan raya untuk penumpang menjadi
semakin bertambah. Pada sektor-sektor lainnya penurunan nilai tambah sektoral menjadi
semakin besar dengan semakin meningkatnya tarif angkutan jalan raya.

Tabel 11. Dampak Kenaikan Tarif Terhadap Nilai Tambah Sektoral

Sektor Produksi KX:T:‘ Skenarlo
I i} m v v
AGPLANT 283,95 -1,18 1.7 237 2,97 3,57
LIVFISH 313,93 0,70 -1,06 1,42 1,79 2,17
MINE 1360,42 0,42 0,66 0,91 1,17 -1,44
FOODTOB 4845,18 0,60 0,90 121 1,52 -1,84
TEXLEATH 10855,67 034 0,53 0,74 0,96 -1,19
CHEBSRUB 6416,52 0,45 0,69 0,94 1,20 -1,46
MACHINEQ 1367221 0,32 0,51 0,70 0,91 -1,14
BBMBBG 79,86 4,89 1,29 9,66 -12,00 -14,33
PAPWOMET 7040,56 043 0,67 0,93 -1,20 -1,48
LIGASWAT 4891,62 0,51 0,77 -1,03 -1,31 -1,58
COSTRUCT 20155,72 0,08 0,08 0,05 0,00 0,07
TRADE 34109,39 0,43 0,67 0,91 -1,17 -1,43
HOTEL 2405,51 0,44 0,66 0,89 -L12 -1,35
REST 8263,78 0,55 0,82 -1,10 -1,38 -1,67
PASTRAN 273267 0,0 0,15 045 0,85 1,33
GOODTRAN 1999,72 613 9,20 12,26 15,32 18,36
AIRSEA 2463,44 9,48 0,72 0,98 -1,24 -1,50
TRCOMSEV 7325,08 0,59 20,89 1,18 -1,48 -1,78
BKRNTSEV 45944,94 0,44 0,66 2,90 -1,14 -1,38
GOVSHSEV 19796,22 -0,38 0,56 0,75 . 094 -L12

Sumber: Diolah dari hasil perhitungan model.
Angka pada kolom skenario merupakan persentase perubahan
IIL2. Analisis PDRB, Pendapatan Rumah Tangga dan Faktor Produksi

Berdasarkan hipotesa, penurunan output berarti akan terjadi penurunan aktifitas produksi.
Pada gilirannya penurunan aktifitas produksi akan mengurangi balas jasa terhadap faktor
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produksi dalam bentuk upah/gaji untuk tenaga kerja dan bunga, dividen dan keuntungan
lainnya untuk faktor produksi modal, dengan kata lain pendapatan rumah tangga akan
menurun. Penurunan pendapatan rumahtangga ini akan mempengaruhi pola konsumsi
akan barang dan jasa yang berarti akan semakin menurun. Penurunan permintaan terhadap
barang dan jasa ini berarti akan menurunkan produksi sektor-sektor ekonomi. Dengan
demikian secara tidak langsung kenaikan tarif angkutan umum akan mengakibatkan

turunnya aktivitas perekonomian DKI Jakarta dalam bentuk penurunan PDRB DKI
Jakarta.

Sesuai dengan hipotesa penelitian ini, pada semua skenario menunjukkan hasil bahwa
PDRB DKI Jakarta, pendapatan rumah tangga dan faktor produksi semakin menurun
dengan semakin meningkatkan persentase kenaikan tarif angkutan jalan raya (Tabel 12).
Dari lima kategori rumah tangga, maka rumah tangga sangat miskin merasakan dampak
penurunan pendapatan yang terbesar dengan pendapatan faktor tenaga kerja informal yang
mengalami penurunan pendapatan terbesar. Penurunan pendapatan pada tenaga kerja
informal ini cukup signifikan, yaitu pada skenario I turun sebesar 2,22% sedangkan pada
tenaga kerja formal dan kapital penurunan pendapatan bahkan tidak mencapai 0.3%. Pada
sektor angkutan jalan raya untuk penumpang dan barang, tenaga kerja yang bekerja di
sektor informal adalah sebesar 59,37% sehingga jika output sektor ini menurun maka
pendapatan pada tenaga kerja informal yang terkena dampak lebih besar.

Tabel 12. Dampak Kenaikan Tarif Terhadap PDRB, Pendapatan Rumah Tangga dan Faktor

Produksi

Kondisi Awal Skenario

(Milyar Rp) I 1 m v v
PDRB 194125, 0,31 0,48 0,65 0,83 -1,02
Pendapatan rumah tangga
Sangat Miskin 13165,36 0,65 0,98 -1,31 -1.64 -1,97
Miskin 2252330 0,57 0,87 1,17 1,47 1,77
Menengah 11553,99 0,54 0,81 -1,09 1,37 -1,65
Kaya 15419,70 0,44 0,67 0,90 1,13 1,37
Sangat Kaya 54272,09 0,33 0,51 0,69 0,88 -1,07
Faktor Produksi
TK Formal 69408,92 0,24 0,37 0,51 0,65 0,30
TK Informal 1648899 2,22 3,31 4,38 5,45 6,50
Kapital 128811,20 0,05 0,01 0,15 021 0,28

Sumber: Diolah dari hasil perhitungan model.
Angka pada kolom skenario merupakan persentase perubahan

Secara absolut, distribusi pendapatan tidak terlalu berbeda dengan kondisi awal karena
perubahan persentase pendapatan tiap kelompok rumah tangga tidak terlalu jauh. Namun
dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok rumah tangga, semakin kecil persentase
penurunan pendapatannya, sehingga perbedaan distribusi pendapatan semakin besar. Dari
nilai koefisien Gini dapat dilihat bahwa secara relatif, distribusi pendapatan masih tidak
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terlalu berbeda dengan kondisi awal (Tabel 13). Dengan nilai awal 0,5111 dapat dilihat
bahwa distribusi pendapatan di DKI Jakarta berada dalam keadaan ketimpangan yang
tinggi. Kenaikan tarif sampai 30% sedikit meningkatkan ketimpangan ini.

Tabel 13. Nilai Koefisien Gini Pada Kondisi Awal dan Skenario

Kondisi Skenario
Awal
‘ 1 Il m v v
Koefisien Gini 0,5111 0,5117 0,5120 0,5122 0,5123 0.5125

Sumber: diolah dari hasil perhitungan model

I11.3.Analisis Perilaku Konsumsi Dan Tabungan Rumah Tangga Dan Pemerintah

Bagian ini akan menjelaskan dampak peningkatan tarif angkutan jalan raya terhadap pola
konsumsi rumah tangga terhadap komoditi angkutan jalan raya dan komoditi sektor
lainnya yang terangkum dalam tabel 5.6 dan tabel 5.7. Selain itu juga membahas
mengenai dampak terhadap tabungan rumah tangga dan pemerintah (tabel 14). Pada
hipotesa penelitian ini disebutkan bahwa penurunan pendapatan rumah tangga akan
mempengaruhi pola konsumsi akan barang dan jasa yang berarti akan semakin menurun.

Tabel 14. Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Untuk Angkutan Jalan Raya

Kelompok Rumah .
Tangga Kondisi Awal Skenario

(Mityar Rp) i 1 m Y v
Angkutan Jalan Raya Untuk Penumpang
Sangat Miskin 373,49 9,10 -13,09 -16,76 20,15 2329
Miskin 680,45 9,04 -13,00 -16,64 20,01 23,14
Menengah 307,00 9,00 -12,94 -16,57 -19,93 23,04
Kaya 389,31 8,91 12,82 -16,42 -19,74 22,82
Sangat Kaya 694,87 -8,81 -12,68 -16,24 19,53 22,59
Angkutan Jalan Raya Untuk Barang
Sangat Miskin 192,65 -9,64 -13,84 17,69 2124 24,52
Miskin 350,98 9,58 -13,75 -17,58 21,10 24,56
Menengah 158,35 9,54 -13,70 -17,51 21,02 2427
Kaya 200,80 9,45 -13,57 17,35 20,83 24,05
Sangat Kaya 359,88 9,36 13,44 -17,18 2063 23,82

Sumber: Diolah dari hasil perhitungan model
Angka pada kolom skenario merupakan persentase perubahan

Hasil simulasi menunjukkan penurunan konsumsi terhadap semua komoditi dengan
penurunan konsumsi terbesar adalah pada komoditi angkutan jalan raya. Persentase
penurunan konsumsi terhadap semua komoditi yang terbesar dilakukan oleh kelompok
rumah tangga sangat miskin dan yang terkecil dilakukan oleh rumah tangga sangat kaya.
Hal ini sejalan dengan penurunan pendapatan yang diterima oleh kelompok rumah tangga
sangat miskin merupakan yang terbesar dibanding kelompok rumah tangga lainnya
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sehingga pola konsumsinya pun juga menurun lebih banyak dibanding kelompok rumah
tangga lain. Pada komoditi angkutan jalan raya penurunan konsumsi yang lebih banyak
dilakukan untuk komoditi angkutan jalan raya untuk barang. Hal ini dimungkinkan karena
transportasi merupakan kebutuhan turunan bagi manusia yaitu kebutuhan untuk memenuhi
proses kegiatan lain misalnya bekerja, sekolah, ke dokter dan lain sebagainya, sehingga
bagi rumah tangga angkutan jalan raya untuk penumpang lebih diutamakan daripada untuk
barang.

Tabel 15. Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Untuk Semua Komoditi
Selain Angkutan Jalan Raya '

Skenario
Kelompok Rumah Tangga
1 I m v \"
Sangat Miskin 0,65 -0,98 -1,31 -1,64 -1,97
Miskin 0,58 -0,87 -1,17 -1,47 -1,77 )

Menengah 0,54 0,81 -1,09 -1,37 -1,65

Kaya 0,44 0,67 0,90 -L13 -1,37
Sangat Kaya 0,33 0,51 0,69 0,88 -1,07 -

Sumber: Diolah dari hasil perhitungan model
Angka pada kolom skenario merupakan persentase perubahan

Untuk dampak kenaikan tarif angkutan jalan raya terhadap tabungan pemerintah dan
rumah tangga menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tabungan pada semua
kelompok rumah tangga. Dengan pendapatan rumah tangga yang menurun maka bisa
dimaklumi bahwa tabungan rumah tangga juga menurun. Keadaan sebaliknya terjadi
pada tabungan pemerintah yang justru mengalami kenaikan walaupun dengan persentase
yang kecil. Dari data pada tabel SNSE DKI Jakarta diketahui bahwa konsumsi pemerintah
hanya dilakukan pada komoditi sektor pemerintahan, jasa sosial dan rumahtangga dan
pada skenario ini tidak terjadi perubahan konsumsi.

Tabel 16 . Dampak Kebijakan Tarif Terhadap Tabungan

Perilaku Tabungan Skenari
Kondisi Awal enano
ilyar R
(Milyar Rp) 1 I 1 v v

Pemerintah 767,12 0,46 0,67 0,88 1,08 1,28
Kelompok Rumah Tangga

Sangat Miskin 708,31 0,65 0,98 1,31 -1,64 1,97
Miskin 1430,61 0,58 0,87 117 147 177
Menengah 8431 0,54 0,81 -1,09 1,37 -1,65
Kaya 1354,52 0,44 0,67 0,90 1,13 1,37
Sangat Kaya 1202,05 0,33 0,51 0,69 0,88 -1,07

Sumber: Diolah dari hasil perhitungan model
Angka pada kolom skenario merupakan persentase perubahan

II1.4. Catatan Tentang Model

Terdapat beberapa catatan penting mengenai model CGE pada penelitian ini yang perlu
disampaikan sehubungan dengan hasil simulasi di atas. Pertama adalah mengenai data-
data yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan data terbaru pada tahun 2000
sehingga diharapkan cukup mewakili keadaan terkini. Namun untuk memudahan
penghitungan dan adanya keterbatasan iterasi dalam software GAMS maka skala satuan
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disesuaikan dari jutaan rupiah pada data asli menjadi milyaran rupiah sehingga sensitifitas
data menjadi berkurang.

Kedua adalah mengenai asumsi bahwa tidak adanya pengaruh perekonomian daerah lain
terhadap perekonomian DKI Jakarta. Asumsi ini berarti mengabaikan keterkaitan antar
wilayah sehingga dianggap perekonomian hanya digerakkan oleh aktifitas produksi
domestik DKI Jakarta. Padahal dari data SNSE DKI Jakarta dapat dilihat bahwa
pendapatan faktor produksi selain didapat dari aktifitas sektor produksi di DKI Jakarta
sendiri juga berasal dari luar DKI Jakarta, demikian juga pengeluaran faktor produksi,
selain diterima oleh institusi dalam DKI Jakarta juga keluar dari DKI Jakarta atau terjadi
kebocoran rtegional (regional lingkage). Selayaknya pembahasan mengenai
perekonomian suatu wilayah akan lebih baik hasilnya jika memperhatikan juga aspek
keterkaitan antar daerah.

Ketiga adalah mengenai proses kalibrasi untuk beberapa nilai koefisien dan variabel.
Proses ini dilakukan hanya berdasarkan pada satu data saja schingga secara teori agak
lemah. Hal ini juga berhubungan dengan ketersediaan data yang terbatas yaitu data SNSE
yang terbit dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama dan bahkan untuk SNSE
regional di Indonesia hanya tersedia untuk wilayah DKI Jakarta.

Catatan terakhir adalah mengenai asumsi-asumsi dalam model. Sebuah model seharusnya
merupakan refleksi dari realitas sehingga jika ada hubungan antara suatu komoditi dengan
komoditi lainnya bisa ditangkap oleh model dan kesimpulan akhir akan semakin
mendekati kenyataan. Penggunaan asumsi CES sebagai fungsi produksi diharapkan dapat
. mengakomodasi realitas bahwa terdapat elastisitas substitusi yang konstan dalam
penggunaan input. Namun untuk input antara yang terdiri dari banyak input maka asumsi
fungsi produksi adalah proporsi tetap. Dengan demikian diantara input antara merupakan
barang komplementer secara total, padahal dalam kenyataannya tidak semua input antara
adalah komplementer. Sebagai misalnya adalah kaitan antara angkutan jalan raya dengan
komoditi subsitusinya, misalnya kendataan roda dua, tidak dapat ditangkap oleh model.
Dengan demikian hasil simulasi model CGE ini tidak dapat menunjukkan bagaimana
perilaku produsen dalam menghadapi perpindahan konsumen dari penggunaan angkutan
umum menjadi pengguna kendaraan roda dua.

H1.5. Bentuk Ideal Model CGE Untuk Transportasi

Pada dasarnya model CGE dalam penelitian ini adalah model CGE standar yang
menggunakan basis data SAM sehingga angkutan jalan raya dianggap sebagai salah satu
sektor produksi yang memproduksi komoditi angkutan untuk digunakan sebagai input
antara oleh sektor-sektor produksi lainnya dan sebagai barang komsumsi bagi institusi.
Dari definisi angkutan jalan raya untuk penumpang dan barang dalam tabel I-O Jakarta
maka sesuai dengan tujuan penelitian ini sehingga. jika terjadi perubahan harga dalam
angkutan jalan raya maka pengaruhnya terhadap keseluruhan perekonomian DKI Jakarta
dapat terlihat. Kekurangan dari model standar ini dalam menganalisa kebijakan tarif
angkutan jalan raya adalah secara alami kebutuhan manusia terhadap transportasi adalah
kebutuhan turunan sehingga bersifat inelastis terhadap perubahan harga namun karena
model ini adalah model standar maka inelastisitas ini tidak tertangkap. Selain itu
berdasarkan data pada Polda Metro DKI Jakarta banyak penduduk Jakarta yang beralih
menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana transportasi dengan
pertumbuhan rata-rata 7% per tahun dan model ini tidak dapat menangkap substitusi
antara angkutan jalan raya dengan kendaraan bermotor roda dua sehingga tidak diketahui
bagaimana respon sektor angkutan jalan raya untuk penumpang terhadap substitusi ini.

g
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Dalam model yang digunakan oleh Horridge (1994) dan Lofgren dan Robinson (1999)
transportasi merupakan suatu fungsi permintaan tersendiri karena adanya efek spasial
dalam sebuah wilayah dengan harga transportasi dan biaya transportasi adalah
endogenuous. Dalam persamaan permintaan terhadap transportasi ini juga sudah
mencakup bagaimana produksi dilakukan termasuk penggunaan input produksi jasa
transportasi. Dengan demikian model yang memperlakukan transportasi sebagai fungsi
permintaan tersendiri lebih mencerminkan keadaan realitas dalam menangkap perubahan
harga transportasi terutama bagi kota besar dengan CBD sebagai pusat aktifitas dan daerah
sekelilingnya sebagai tempat tinggal penduduknya.

Dengan kondisi DKI Jakarta sebagai metropolitan area maka efek spasial perlu
diperhatikan sehingga model CGE yang dikembangkan oleh Horridge (1994) akan sangat
sesuai jika diterapkan untuk menganalisa permintaan transportasi di DKI Jakarta.
Pembagian zona tidak harus sama dengan wilayah administratif DKI Jakarta namun
sekaligus mempertimbangkan wilayah sekelilingnya mencakup Depok, Bekasi dan
Tangerang serta mungkin juga Bogor. Selain itu juga dilihat kaitan zona tersebut dengan
wilayah Bandung dan Serang. Perumusan persamaan permintaan transportasi dapat
dilakukan menggunakan model ekonometri untuk mendapatkan model permintaan dasar.

IV. PENUTUP
IV.1, Kesimpulan : .

Bagi kota metropolitan seperti DKI Jakarta, tranportasi merupakan sektor yang cukup
penting bagi pengembangan perekonomian. Sektor produksi memerlukan transportasi
sebagai salah satu input produksinya karena kebutuhan pengangkutan bahan baku dan
hasil produksi. Dari persentase transportasi terhadap total pengeluaran input produksi
yang digunakan pada sektor-sektor produksi di DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa
biaya transportasi bukan merupakan unsur penentu harga komoditi produksi sehingga
penentuan lokasi industri bisa dimana saja dan cenderung mendekati pasar dan DKI
Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pasar yang potensial bagi sektor produksi.

Untuk penduduk DKI Jakarta, transportasi yang merupakan kebutuhan turunan lebih
banyak dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum sehingga jika terdapat kenaikan
tarif maka akan berpengaruh terhadap pendapatan dan pola konsumsi masyarakatnya.
Penetapan tarif angkutan jalan raya untuk penumpang di dalam kota merupakan
wewenang pemerintah daerah DKI Jakarta dan ditetapkan berdasarkan usulan dari Dewan
Transportasi Kota, sebuah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan
bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta
dalam bidang transportasi. Dengan unsur anggota terdiri atas kalangan perguruan tinggi,
pakar transportasi, dinas perhubungan, kepolisian, pengusaha angkutan, LSM bidang
transportasi, awak angkutan, dan masyarakat pengguna jasa transportasi, diharapkan DTK
ini dapat menyelaraskan kepentingan konsumen dan produsen.

Studi ini didasari atas kebijakan pemerintah yang secara bertahap mencabut subsidi BBM
yang berarti menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM selalu memicu terjadinya
kenaikan tarif angkutan sehingga penelitian ini ingin menganalisis dampak kebijakan tarif
angkutan jalan raya terhadap perekonomian DKI Jakarta dan distribusi pendapatan
penduduknya.  Untuk itu dilakukan lima macam skenario kebijakan tarif yang
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dibandingkan dengan kondisi awal tanpa terjadi perubahan tarif transportasi. Secara garis
besar maka hasil simulasi tersebut adalah sebagai berikut:

¢  Output dan nilai tambah sektoral mengalami penurunan pada semua sektor
produksi kecuali sektor Bangunan dan sektor Angkutan Jalan Raya untuk
Barang, dengan persentase penurunan terbesar terdapat pada sektor angkutan
jalan raya untuk penumpang. Untuk sektor-sektor lainnya persentase penurunan
cukup kecil bahkan tidak mencapai 1%. Nilai tambah sektor angkutan jalan raya
untuk penumpang pada skenario ini mengalami penurunan pada skenario [ tapi
semakin meningkat pada skenario lainnya. Penurunan yang cukup kecil pada
semua sektor sejalan dengan persentase input transportasi terhadap total
pengeluaran untuk semua input pada sektor-sektor produksi di DKI Jakarta.

¢ Dampak kenaikan tarif angkutan jalan raya terhadap PDRB, pendapatan rumah
tangga dan faktor produksi menyebabkan terjadinya penurunan yang semakin
besar dengan bertambahnya persentase kenaikan tarif angkutan jalan raya.
Kelompok rumah tangga yang mengalami dampak negatif terbesar adalah
kelompok rumah tangga sangat miskin. Nilai koefisien Gini juga tidak berbeda
jauh dengan kondisi awal namun lebih besar sehingga bisa dikatakan bahwa
terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Pendapatan faktor
produksi yang mengalami penurunan terbesar adalah faktor tenaga kerja informal
karena pada sektor angkutan jalan raya untuk penumpang dan barang tenaga
kerja informal yang bekerja di sektor ini hampir mencapai 60%.

o Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan pada semua komoditi untuk
kebijakan kelompok pertama dengan penurunan terbesar terjadi pada komoditi

angkutan jalan raya untuk barang. Penurunan konsumsi terbesar dialami oleh
kelompok rumah tangga sangat miskin. '

e Tabungan rumah tangga mengalami penurunan walau tidak signifikan pada
kebijakan kelompok pertama sedangkan tabungan pemerintah justru mengalami
peningkatan.

Secara umum kebijakan kenaikan tarif angkutan jalan raya walaupun dapat menimbulkan
kekhawatiran yang besar pada sebagian besar masyarakat, namun dari hasil simulasi tidak
memberikan dampak negatif yang terlalu besar. Walaupun terjadi penurunan PDRB,
pandapatan rumah tangga dan faktor produksi, output sektoral dan nilai tambah, konsumsi

dan tabungan rumah tangga namun penurunan ini sebagian besar kurang dari 1% dari
kondisi awal.

IV.2, Implikasi Kebijakan

Komponen BBM dalam penentuan tarif angkutan' dalam kota DKI Jakarta mencapai
24,56% - 31,83% sehingga cukup berpengaruh dalam penentuan tarif angkutan dalam kota
untuk penumpang. Mulai tahun 2000 pemerintah mengurangi subsidi BBM schingga
harga BBM terus mengalami peningkatan. Peningkatan harga BBM ini sangat
mempengaruhi sektor transportasi terbukti dengan adanya kenaikan tarif angkutan jalan
raya tidak lama setelah kenaikan harga BBM. Terkait dengan pengurangan subsidi BBM
yang terus dilakukan maka kenaikan harga BBM menjadi tidak terhindari dan akibatnya
tarif angkutan akan mengalami penyesuaian.

Penentuan tarif angkutan untuk penumpang oleh pemerintah daerah DKI Jakarta
berdasarkan rumus penghitungan tertentu yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan
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dengan memperhatikan berbagai komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
angkutan. Dengan demikian besaran kenaikan tarif tersebut belum mempertimbangkan

_ akibatnya terhadap masyarakat DKI Jakarta sebagai konsumen pengguna angkutan jalan
raya. Hasil simulasi dalam penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana dampak kenaikan
tarif angkutan jalan raya terhadap distribusi pendapatan dan perekonomian DKI Jakarta
secara agregat.

Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa keputusan pemda DKI untuk menaikkan tarif
angkutan jalan raya walaupun menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat namun tidak
menimbulkan dampak negatif yang besar. Untuk itu sebagai rekomendasi kepada pemda
DKI maka kenaikan maksimal yang bisa dilakukan agar perekonomian tidak mengalami
dampak negatif yang lebih besar adalah kenaikan tarif angkutan jalan raya maksimal
sebesar 25%. Dengan kenaikan ini maka PDRB akan menurun sebesar 0,83%, jadi masih
kurang dari 1% sedangkan jika kenaikan tarif mencapai 30% maka persentase penurunan
PDRB mencapai lebih dari 1%. Rumah tangga sangat miskin yang merupakan 40% dari
seluruh populasi rumah tangga di DKI Jakarta mengalami penurunan pendapatan yang
terbesar yaitu sebesar 1,64%. Dengan penghasilan yang semakin menurun maka tingkat
konsumsi dan tabungan masyarakat pun juga menurun. Rumah tangga sangat kaya hanya
mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,88% sechingga kenaikan tarif angkutan jalan
raya semakin menambah ketimpangan distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Nilai
Koefisien Gini menjadi 0.5123 dari nilai awal sebesar 0.5111.
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